
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitianl terdahulu l yang relevanl perlu digunakan untukl mendukung kode etik pada 

penelitian serta  menghindarkan contekan atau plagiarism secara utuh berasal akibat karya 

orang lain. Berikut ialah beberapa penelitian terdahulu yang l relevan, antaral lain: 

1. Bedasrkan penelitianl yang dilakukanl oleh Muhammadl Ibnu Asy’ari Lubis (2021)  yang 

berjudul “Implementasi Kebijakanl Pembinaan Danl Penataan Pedagangl Kaki Limal Di 

Jalanl  Thamrin Pasar l Sangkumpal Bonang l Kota lPadangsidimpuan“ dengan sebuah hasil 

penelitian menunjukkan Implementasi kebijakanl penataan dan pembinaan pedagang kakil 

lima dil Jalan Thamrinl Pasar Sangkumpall Bonang Kotal  Padangsidimpuan dilakukan 

dengan hambatan menertibkan PKL yang  menggunakan bahu jalan. Hambatan dalam 

penataan dan pembinaan PKL yaitu  adanya kebijakan SOP yang tidak resmi, sumber 

daya atau anggaran yang belum  memadai serta kondisi ekonomi yang belum stabil 

membuat satuan tugas khusus  masih melakukan tugas atas asas kemanusiaan dan 

sebagian pedagang l kaki limal  masih berjualan di sepanjang Jalanl Thamrin Pasar l 

Sangkumpal Bonangl Kota  lPadangsidimpuan. 

2. Penelitian lain yang dilakukan Ismayanti (2020) yang l berjudul “Implementasil Masalah 

Terhadap Pembinaanl dan Penataanl Pedagang Kakil Lima (Studil Kasus Dil Kota 

lParepare)” dengan hasill penelitian menunjukkanl bahwa l 1) Keberadaanl PKLl  dil Kota 

Pareparel menimbulkanl beberapal persoalan, yaitul pencemaranl lingkunganl kemacetan 

lalul llintas, mengambill hak pejalanl kakil danl membahayakan lpengendara; l2) pemerintahl 

Kota Pareparel melaluil Satpoll PP telahl membuat l Papanl bicara untukl tidakl berjualanl di 



ltrotoar, namunl masihbanyak PKL l yang  melanggar l Sehingga implementasil terhadap 

Perdal No. 06 Tahunl 2008 tentangl Pemibmaan dan penataanl PKL masihl belum efektifi; 

l3) Kemaslahatan PKLl di Kotal Parepar tidak sampail pada tingkat l daruriyyah lhanya 

'sampai padal tingkatanl hajiyyahidan dengan di relevansikan dalaml kaidah menolaki 

kerusakanl jauh lebihl baik dibandingkanl mendatangkan kebaikanl karena jikal kerusakan 

sudahl dihindari danl tidak ada l maka yangl ada hanyal manfaatnya. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Implementasi 

Implementasil berasal daril bahasa Inggris l yaitu to l implement yangl berarti 

lmengimplementasikan. Implementasi merupakan l penyediaan saranal untuk melaksanakanl 

sesuatu yangl menimbulkan dampakl atau akibat l terhadap lsesuatu. Sesuatu tersebut l dilakukan 

untukl menimbulkan dampakl atau akibat l itu dapat l berupa lundang - undang, peraturanl 

pemerintah, keputusanl peradilan danl kebijakan yangl dibuat olehl lembaga - lembagal 

pemerintah dalaml kehidupan lkenegaraan.  

Konsepl implementasi berasall dari bahasal inggris yaitul to limplement. Dalam kamus l 

besar lwebster, to implementl (mengimplemlentasikan) berati tol provide thel means forl 

carrying outl (menyediakan saranal untuk melaksanakanl sesuatu); danl to givel practical effectl 

to (untukl menimbulkan ldampak/akibat terhadapl sesuatu). Implementasil adalah pelaksanaanl 

keputusan kebijakanl dasar, biasanya l dalam bentukl undang - lundang, namun dapat l pula 

berbentukl perintah-perintahl atau lkeputusan - keputusan eksekutifl yang pentingl atau 

keputusanl badan lperadilan. Implementasil adalah ltindakan-tindakan yangl dilakukan baikl 

oleh lindividu-individu lpejabat - pejabat danl kelompok-kelompokl pemerintah ataul swasta 



yangl diarahkan padal tercapainya ltujuan-tujuan yangl telah digariskanl dalam keputusan 

kebijakan.1 

Berdasarkanl pengertian dil atas makal implementasil itul merupakan ltindakan-tindakanl 

yangl dilakukan olehl pemerintahl untukl mencapai tujuanl yangl telahl ditetapkan dalaml suatul 

keputusan lkebijakan. Akanl ltetapi, pemerintahl dalaml membuat l kebijakanl juga harusl 

mengkajil terlebihl dahulu apakahl kebijakanl tersebut l dapat memberikanl dampakl yangl buruk 

ataul tidakl bagil masyarakat. Hall tersebut l bertujuanl agar suatul kebijakanl tidakl bertentangan 

denganl masyarakat l apalagil sampai merugikanl lmasyarakat. 

2.2.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakanl Publik Implementasi kebijakan publik merupakanl salah satul 

tindakan untukl mencapai tujuanl yang telahl direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan 

lkeputusan. Implementasi kebijakan l publik adalahl tahapan penting dalaml realisasi kebijakan 

publikl secara lkomprehensif. Dan dalaml bagian inil akan disajikanl beberapa pendapat 

mengenai implementasil kebijakan lpublik.  

Implementasil kebijakan dianggapl sebagai suatul proses tindakanl administrasi danl 

politik (a proces of l moving tol ward a policyl objective byl mean admnistrative andl political 

lsteps).2 

Implementsil kebijakan dipandangl dalam pengertianl yang lluas, merupakan alat l 

administrasi hukuml dimana berbagail aktor, lorganisasi, prosedur danl teknik yang l bekerja 

lbersama-sama untukl menjalankan kebijakanl guna meraihl dampak ataul tujuan yang l 
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Bandung: Mandarmaju. 



diinginkan. Implementasil pada sisil yang lainl merupakan fenomenal yang kompleksl yang 

mungkinl dapat dipahamil sebagai lproses, keluaran maupunl sebagai lhasil. 

Implementasi kebijakanl pada dasarnya l adalah kegiatan praktis, yang l dibedakan daril 

perumusan kebijakan yangl pada dasarnya l teoretis. Dengan demikianl sejalan dengan 

Tangkilisan, dapat dicermati konteks implementasil kebijakan baru akan terlihat dampaknya 

setelah kebijakan tersebut dilaksanakan3 Hall yang perlu l diperhatikan adalah bahwa l tahap 

implementasil kebijakan tidakl akan dimulail sebelum ltujuan - tujuan danl sasaran-sasaranl 

ditetapkan ataul diidentifikasi olehl keputusan - keputusanl kebijakan. Denganl demikian, 

sejalan dengan yang disampaikan oleh Tahir, tahap l implementasi terjadil hanya setelahl 

undang - undangl ditetapkan danl dana disediakanl untuk membiayail implementasi kebijakanl 

tersebut. 

Beberapal hal yangl dapat mempengaruhil keberhasilan suatul implementasi kebijakan, 

lyaitu: Pertama, komunikasil implementasi mensyaratkanl agar implementor l mengetahui apal 

yang harusl dilakukan, komunikasil diartikan sebagail proses penyampaianl informasi 

komunikatorl kepada lkomunikan.4 Selain itul juga dalaml komunikasi implementasli kebijakan 

terdapat l tujuan danl sasaran kebijakanl yang harus l disampaikan kepadal kelompok lsasaran, 

hal tersebut l dilakukan agar l mengurangi kesalahanl dalam pelaksanaanl kebijakan. 

Komunikasil kebijakan memilikil beberapa macaml dimensi, antaral lain dimensil transformasi 

(ltransmission), kejelasan (clarityl) dan konsistensil (consistency). Dimensil transformasi 

menghendakil agar kebijakanl publik dapat l ditransformasikan kepadapara lpelaksana, 

kelompok sasaranl dan pihakl lain yangl terkait denganl kebijakan. Dimensil kejelasan 

menghendakil agar kebijakanl yang ditransmisikanl kepada paral pelaksana, target l group danl 
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pihak lainl yang berkepentinganl langsung maupunl tidak langsungl terhadap kebijakanl dapat 

diterimal dengan jelasl sehingga dapat l diketahui yangl menjadi lmaksud, tujuan danl sasaran. 

Terdapat l tiga indikatorl yang dapat l dipakai (ataul digunakan) dalaml mengukur keberhasilanl 

variabel komunikasil tersebut dil atas5. Yaitu: 

• lTransmisi, penyaluran komunikasil yang baikl akan dapat l menghasilkanl suatu 

implementasil yang l baik lpula. Seringkalil yang l terjadi dalaml penyaluran komunikasil 

adalah adanya l salah pengertianl (misskomunikasi), hall tersebut disebagiankanl karena 

komunikasil telah melaluil beberapa tingkatanl birokrasi, sehinggal apa yangl diharapkan 

terdistorsil di tengahl jalan; 

• lKejelasan, komunikasi yangl diterima olehl para pelaksanal kebijakan (streetl - level - 

lbureuacrats) haruslah jelasl dan tidakl membingungkan (tidak l ambigu/ lmendua). 

Ketidakjelasan pesanl kebijakan tidakl selalu menghalangil implementasi, padal tataran 

ltertentu, para pelaksanal membutuhkan fleksibilitasl dalam melaksanakanl kebijakan. 

Tetapil pada tataranl yang lainl hal tersebut l justru akanl menyelewengkan tujuanl yang 

hendak l dicapai olehl kebijakan yangl telah lditetapkan; 

• lKonsistensi, perintah yang l diberikan dalaml pelaksanaan suatul komunikasi haruslahl 

konsisten danl jelas (untukl diterapkan ataul dijalankan). Karena l jika perintahl yang 

diberikanl sering lberubah - ubah, maka l dapat menimbulkanl kebingungan bagil pelaksana 

di llapangan. 

lKedua, sumber dayal merupakan salahl satu faktorl yang mempengaruhil terhadap 

terlaksanakanyal keberhasilan terhadap l suatu limplementasi, walaupun isil kebijakan sudahl 

dikomunikasikan secaral jelas danl konsisten, akanl tetapi apabilal implementor kekuranganl 
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sumber dayal untuk melaksanakanl kebijakan makal tidak akanl berjalan denganl efektif. 

Sumberl daya yangl dapat mendukungl pelaksanaan kebijakanl dapat lberwujud, seperti sumber l 

daya lmanusia, dan sumberl daya langgaran, sumber dayal peralatan, sumber l daya informasil 

dan lkewenangan. Sumber daya l manusia merupakanl salah satul variabel yang l mempengaruhi 

keberhasilanl dan kegagalanl implementasi. Implementasil sangat tergantungl kepada sumberl 

daya manusial (aparatur), Denganl demikian, sumber l daya manusial dalam implementasil 

kebijakan dil samping harusl cukup juga l harus memilikil keahlian danl kemampuan untukl 

melaksanakan ltugas, anjuran, perintahl dari atasanl (pimpinan). Olehl karena litu, sumber daya l 

manusia harus l ada ketepatanl dan kelayakanl antara jumlahl staf yangl dibutuhkan danl 

keahlian yangl dimiliki sesuail dengan tugasl pekerjaan yang l ditanganinya. Sumber dayal 

anggaran merupakanl sumber dayal yang mempengaruhil implementasi setelahl adanya 

sumberl daya lmenusia, terbatasnya anggaranl yang tersedial menyebabkan kualitas l pelayanan 

terhadapl publik yangl harus diberikanl kepada masyarakat l juga lterbatas. Terbatasnya 

anggaranl menyebabkan disposisil para pelakul rendah bahkanl akan terjadil goal displacementl 

yang dilakukanl oleh pelaku l terhadap pencapaianl tujuan danl sasaran yangl telah lditetapkan. 

Sumber dayal peralatan jugal merupakan sumber l daya yang l mempengaruhi terhadap l 

keberhasilan danl kegagalan suatul implementasi. 

Sumberl daya peralatanl merupakan saranal yang digunakanl untuk oprasionalisasi 

implementasil suatu kebijakanl yang meliputil gedung, tanahl dan semual sarana yangl akan 

memudahkanl dalam memberikanl pelayanan pengimplementasianl kebijakan.6 Terbatasnyal 

fasilitas peralatanl yang diperlukanl dalam pelaksanaanl kebijakan menyebabkanl gagalnya 

pelaksanaanl kebijakan, karenal dengan terbatasnyal fasilitas sulit l untuk mendapatkanl 
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informasi yangl akurat, ltepat, andal danl dapat dipercayal akan sangat l merugikan pelaksanaanl 

akuntabilitas. Sumber l daya informasil dan kewenanganl juga menjadil faktor penting l dalam 

limplementasi, informasi yang l relevan danl cukup tentang l berkaitan denganl bagaimana cara l 

mengimplem  entasikan suatul kebijakan7. 

Bahwal dalam mengimplementasikanl kebijakan terdapat l indikator sumberdaya l yang 

terdiril dari beberapal elemen, lyaitu: 

• lStaf, sumber daya utamal dalam implementasil kebijakan adalahl staf. Kegagalanl yang 

seringl terjadi dalaml implementasi kebijakanl salah satunyal disebagiankan olehl karena 

stafl  yang tidakl mencukupi, lmemadai, ataupun tidakl kompeten ldibidangnya. 

Penambahan jumlahl staf danl implementor saja l tidak lmencukupi, tetapi diperlukanl pula 

kecukupanl staf denganl keahlian danl kemampuan yangl diperlukan (kompetenl dan 

lkapabel) dalam mengimplementasikanl kebijakan ataul melaksanakan tugasl yang 

diinginkanl oleh kebijakanl itu lsendiri; 

• lInformasi, dalam implementasil kebijakan, informasil mempunyai dua l bentuk, yaitul 

pertama informasil yang berhubunganl dengan caral melaksanakan lkebijakan. 

Implementor harusl mengetahui apal yang harusl mereka lakukanl di saat mereka diberil 

perintah untukl melakukan ltindakan. Kedua informasil mengenai datal kepatuhan daril 

para pelaksana l terhadap peraturanl dan regulasil pemerintah yang l telah lditetapkan. 

Implementor harusl mengetahui apakahl orang lainl yang terlibat l di dalaml pelaksanaan 

kebijakanl tersebut patuhl terhadap lhukum; 

• lWewenang, pada umumnyal kewenangan harusl bersifat formall agar perintah dapat l 

dilaksanakan. Kewenanganl merupakan otoritasl atau legitimasil bagi paral pelaksana 
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dalaml melaksanakan kebijakanl yang ditetapkanl secara lpolitik. Ketika wewenangl itu 

lnihil, maka kekuatanl para implementor l di mata publik tidakl terlegitimasi, sehingga l dapat 

menggagalkanl proses implementasil kebijakan. lTetapi, dalam konteksl yang llain, ketika 

wewenangl formal tersebut l ada, maka l sering terjadil kesalahan dalaml melihat efektivitas l 

kewenangan. Dil satu lpihak, efektivitas kewenanganl diperlukan dalaml pelaksanaan 

implementasil kebijakan; tetapil di sisil lain, efektivitas l akan menyurut l manakala 

wewenangl diselewengkan olehl para pelaksanal demi kepentingannya l sendiri ataul demi 

kepentinganl kelompoknya; 

• lFasilitas, fasilitas fisikl juga merupakanl faktor pentingl dalam implementasil kebijakan. 

Implementor l mungkin memilikil staf yang l mencukupi, mengertil apa yangl harus 

dilakukannya l dan memilikil wewenang untukl melaksanakan ltugasnya, tetapi tanpa l 

adanya fasilitasl pendukung (saranal dan lprasarana) maka implementasil kebijakan tersebut l 

tidak akanl berhasil. 

lKetiga, disposisi adalah l watak ataul karakteristik yangl dimiliki olehl pelaksana 

lkebijakan, disposisi itul seperti lkomitmen, kejujuran danl sifat ldemokratik. Apabila 

pelaksanal kebijakan mempunyail karakteristik ataul watak yangl baik, maka l dia akanl 

melaksanakan kebijakanl dengan baikl sesuai denganl sasaran tujuanl dan keinginanl pembuat 

lkebijakan. Elemen yang l dapat mempengaruhil disposisi adalahl pengetahuan, dimana l 

pengetahuan merupakanl elemen yangl cukup pentingl karena denganl pengetahuan tinggil 

yang dimilikil oleh aparatur l dapat memabantul pelaksanaan implementasil tersebut. 

Pemahamanl dan pendalamanl juga dapat l membantu terciptanyal dan terlaksananya l 

implementasi sesuail dengan tujuanl yang akanl dicapai. Responl masyarakat juga l dapat 

menentukanl keberhasilan suatul implementasi, karena l dapat menentukanl sikap apakahl 



masyarakat lmenerima, netral ataul menolak8. Hal - hal yang l perlu dicermati pada l variable 

disposisil adalah: 

• Pengangkatanl birokrat, disposisil atau sikapl para pelaksanal akan menimbulkanl hambatan 

- hambatanl yang nyatal terhadap implementasil kebijakan bila l personil yang l ada tidak l 

melaksanakan lkebijakan - kebijakan yang l diinginkan olehl pejabat - pejabat l tinggi. 

Karena l itu, pemilihanl dan pengangkatanl personil pelaksanal kebijakan haruslahl orang-

orangl yang memilikil dedikasi padal kebijakan yangl telah lditetapkan; lebih khususl lagi 

padal kepentingan lwarga; 

• lInsentif, bahwa salahl satu teknikl yang disarankanl untuk mengatasil masalah 

kecenderunganl para pelaksanal adalah denganl memanipulasi linsentif. Oleh karena l itu, 

padal umumnya orangl bertindak menurut l kepentingan merekal sendiri, maka l 

memanipulasi insentifl oleh paral pembuat kebijakanl mempengaruhi tindakanl para 

pelaksanal kebijakan. Denganl cara menambahl keuntungan ataul biaya tertentul mungkin 

akanl menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi 

(self interest) atau organisasi. 

Keempat, Struktur l Birokrasi Sumber l daya yangl cukup untukl mengimplementasikan 

suatul kebijakan akanl terhalang karena l masih kurangl dalam struktur l birokrasi. Fragmentasil 

organisasi mungkinl merintangi koordinasil yang perlul untuk mengimplementasikan l dengan 

suksesl sebuah kebijakanl kompleks yangl mensyaratkan kerjasamal banyak orangl dan 

mungkinl juga menciptakanl kekacauan. Sebagaimana l unit - unit l organisasional 

selenggarakanl kebijakan merekal mengembangkan prosedur l untuk menanganil situasi rutinl 
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dan polal hubungan yang l beraturan. Struktur l birokrasi menyangkut l dua hall penting yaknil 

dimensi fragmentasil dan dimensil SOP (Standardl Operasional lProcedure). Fragmentasi 

yangl berarti membelahl menjadi beberapa l bagian ataul terpecah - pecahl akan mengganggul 

proses pelaksanaanl kebijakan. Hall ini akanl menimbulkan penyimpanganl komunikasi 

sehinggal antar pelaksanal kebijakan tidak l jalan lberiringan. Begitu jugal dengan SOPl yang 

tidakl jelas justrul akan mengakibatkanl kegagalan pelaksanaanl kebijakan. SOPl seperti halnya l 

manajemen yang l memuat lsistem, tugas pokokl dan kewenanganl akan membantul pelaksana 

kebijakanl dalam melakukanl tindakan implementasil kebijakan. 

Strukturl birokrasi juga l dapat berpengaruhl terhadap pelaku l kebijakan, apabila 

hubungan antar l mereka tidakl terjalin secaral harmonis maka l dapat dipastikanl akan timbull 

konflik. lSelanjutnya, SOP yangl jelas dapat l memudahkan pelakul kebijakan dalaml 

memahami danl mendalami arahl dan tujuanl kebijakan sehinggal kebijakan tersebut l dapat 

membentukl disposisi ldiri. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka ada empat faktor yang berkaitan dansaling 

mendukung implementasi kebijakan. implementasil kebijakan dikatan berhasill apabila 

keempat variabell tersebut dapat l dilaksanakan denganl penuh ltanggungjawab. Adapun 

keempat variabel tersebut l adalah komuniksi, sumber l daya, disposisil dan srtuktur lbirokrasi. 

Secara lringkas, komunikasil merupakan hall bagaimana kebijakanl dikomunikasikan kepadal 

publik untukl memperoleh responl dari lpihak - pihak yangl terlibat. Sumber l daya adalahl 

menyangkut ketersediaannya khususnya l kompetensi sumberdaya manusial dan kapabilitas l 

untuk melakukanl kebijakan secaral efektif. Disposisil adalah lkomitmen, lebih daril kopetensi 

dan lkapabilitas. Struktur birokrasi adalahl dalam hall tantangan agar l tidak menjadil 

fragmentasi birokrasil karena dapat menurunkanl efektivitas limplementasi. 



Implementasi kebijakanl dipandang sebagaisuatu prosesl atau lalur. Model Smithl ini 

memandang l proses implementasil kebijakan daril proses kebijakanl perubahan sosiall dan 

lpolitik, di mana kebijakan yang l dibuat olehl pemerintah bertujuanl untuk mengadakanl 

perbaikan ataul perubahan dalaml masyarakat sebagail kelompok9. sasaranl yang dapat 

dipengaruhil oleh 4l (empat) lvariable, yaitu: 

• Idealizedl policy,  yaitul pola interaksil yang digagasl oleh perumusl kebijakan denganl 

tujuan untukl mendorong, mempengaruhil dan merangsangl target groupl untuk 

lmelaksanakannya; 

• Target l group,  yaitul bagian daril policy stakel holders yangl diharapkan dapat l mengadopsi 

lpola - pola interaksil sebagaimana yangl diharapkan olehl perumus lkebijakan. Karena 

kelompokl ini menjadil sasaran daril implementasi lkebijakan, maka diharapkanl dapat 

menyesuaikanl pola - polal perilakukan denganl kebijakan yangl telah ldirumuskan; 

• Implementingl organization, yaitul badan - badanl pelaksana yang l bertanggungjawab 

dalam implementasil kebijakan; 

• Environmentall factors, yaitu lunsur - unsur dil dalam lingkunganl yang mempengaruhil 

implementasi kebijakanl seperti aspekl budaya, lsosial, ekonomi danl politik. 

Dari pendapat para ahli di atas, menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi 

akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga dan hasil 

program yang sesuai dengan rencana dari program tersebut. Apabila dilihat dari ketentuan 

diatas maka ketiga faktor tersebut sebenarnya dapat juga dilihat sebagai alat untuk 

mengevaluasi terhadap implementasi kebijakan. Di dalam Modell Smith memandangl proses 

implementasil kebijakan daril proses kebijakanl dari persfektil perubahan sociall dan lpolitik, 
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dimana kebijakanl yang dibuat l oleh pemerintahl bertujuan untukl mengadakan perbaikanl atau 

perubahanl dalam masyarakat l sebagai kelompokl sasaran. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, berikut kerangka pemikiran dapat 

digambarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Undang - Undang  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Penataan  Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ( Pedagang Kaki Lima ) 
 

1. Kurang tertibnya pedagang. 

2. Tidak ada lahan atau tempat 

khusus untuk berjualan. 

3. Tidak menaati peraturan 

yang sudah disosialisasikan. 

Teori Edward III tentang 

implementasi: 

Faktor - faktor yang menjadi 

penentu atau yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan 

suatu kebijakan yakni :  

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi  

 

Hasil Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh 

Pemerintah Kabupaten bogor 

Tidak Terlaksana Terlaksana 


